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Abstract This study aims to analyze the impact of economic development policies on income inequality and the
welfare of the community in Medan City. Using a qualitative method, this research examines how the economic
development policies implemented by the local government affect income distribution and social welfare among
the city’s residents. The data used in this study were obtained from 10 interviews with respondents consisting of
community members, community leaders, and relevant local government officials, as well as regional economic
statistical data. The analysis identifies the relationship between the implemented economic policies and changes
in income inequality and quality of life, and explores the factors influencing the success or failure of these policies.
The findings indicate that, although there has been progress in economic development, income inequality remains
significant, with many of the less fortunate citizens still not fully benefiting from the development policies.
Therefore, this study provides recommendations for the local government to formulate more inclusive and
equitable policies to reduce economic disparities and improve the welfare of the community more effectively. This
research is expected to contribute to the formulation of more targeted policies aimed at addressing social and
economic disparities in the future.
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Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pembangunan ekonomi terhadap
ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Menggunakan metode kualitatif,
penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kota
mempengaruhi distribusi pendapatan serta kesejahteraan sosial di kalangan warga kota. Data yang digunakan
dalam penelitian ini diperoleh dari 10 hasil wawancara dengan responden yang terdiri dari masyarakat, tokoh
masyarakat, dan pihak terkait di pemerintah kota, serta data statistik ekonomi daerah. Analisis dilakukan untuk
mengidentifikasi hubungan antara kebijakan ekonomi yang diterapkan dengan perubahan dalam tingkat
ketimpangan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun
ada peningkatan dalam pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan masih signifikan, dengan sebagian besar
masyarakat yang kurang beruntung belum merasakan manfaat penuh dari kebijakan pembangunan tersebut. Oleh
karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah kota untuk merumuskan kebijakan yang lebih
inklusif dan merata, guna mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat
sasaran dalam rangka mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di masa mendatang.

Kata kunci : Ketimpangan, Kesejahteraan, Pembangunan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, kebijakan pembangunan ekonomi
sering kali difokuskan pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan Kkerja, serta
pemerataan kesejahteraan. Namun, meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang signifikan,
ketimpangan pendapatan antara lapisan masyarakat tetap menjadi masalah yang belum

terselesaikan. Ketimpangan ini dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, yang pada
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akhirnya memengaruhi kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah perkotaan seperti Kota
Medan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pembangunan ekonomi
terhadap ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan, dengan
menyoroti peran kebijakan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sosial. (Rahmat &
Ilham, 2020)

Pembangunan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Medan bertujuan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, dampaknya terhadap ketimpangan
pendapatan masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Kebijakan pembangunan yang
berfokus pada sektor-sektor tertentu sering kali tidak memperhatikan distribusi manfaatnya
secara merata. Masyarakat di daerah pinggiran kota atau mereka yang bekerja di sektor
informal cenderung tidak merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut. Oleh karena
itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pembangunan yang ada dapat
memperkecil ketimpangan yang terjadi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan. (Wijaya, 2021)

Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satunya adalah
indeks gini, yang menggambarkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di suatu wilayah.
Kota Medan, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memiliki tantangan besar dalam
mengurangi ketimpangan ini. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus meningkat, distribusi
pendapatan di Kota Medan menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai dampak kebijakan
pembangunan ekonomi terhadap perubahan dalam ketimpangan pendapatan di Kota Medan.
(Sari & Hidayat, 2022)

Selain ketimpangan pendapatan, kesejahteraan masyarakat juga menjadi fokus utama
dalam pembangunan ekonomi. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari segi pendapatan, tetapi
juga mencakup aspek lain seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap fasilitas umum.
Dalam konteks Kota Medan, meskipun ada peningkatan dalam beberapa indikator
pembangunan, kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat kurang mampu,
belum sepenuhnya tercapai. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan
pembangunan ekonomi di Kota Medan dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat

secara keseluruhan. (Prasetyo, 2021)
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Pentingnya peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi
yang berkeadilan menjadi sorotan dalam penelitian ini. Kebijakan yang berorientasi pada
pemerataan hasil pembangunan akan dapat mengurangi kesenjangan antara kelompok
masyarakat yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya ekonomi dan mereka yang
terpinggirkan. Namun, kebijakan tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi
sosial dan ekonomi masyarakat setempat, serta tantangan yang ada. Di Kota Medan, kebijakan
pembangunan yang diterapkan sejauh ini belum sepenuhnya berhasil mereduksi ketimpangan
sosial dan ekonomi. (Mulyadi & Yuliana, 2020)

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan untuk menggali
pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan
ekonomi yang ada. Melalui wawancara mendalam dengan 10 responden yang berasal dari
berbagai latar belakang, penelitian ini berusaha untuk memperoleh informasi mengenai
dampak kebijakan tersebut dari perspektif masyarakat. Responden terdiri dari masyarakat
perkotaan, tokoh masyarakat, serta beberapa pihak terkait di pemerintah Kota Medan. Metode
ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas
kebijakan yang diterapkan. (Fahri & Suryani, 2022)

Salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Kota Medan adalah
ketidakmerataan infrastruktur dan pelayanan publik. Infrastruktur yang lebih baik sering kali
terbatas pada kawasan-kawasan tertentu yang lebih berkembang, sementara daerah pinggiran
atau kawasan kumuh cenderung terabaikan. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam akses
terhadap berbagai sumber daya dan layanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan.
Penelitian ini akan membahas bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi dapat
memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang
lebih merata. (Sutrisno, 2019)

Kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis pada pengembangan sektor industri
dan perdagangan besar di Kota Medan memang telah memberikan kontribusi terhadap
pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, sektor-sektor tersebut cenderung lebih
menguntungkan bagi kelompok masyarakat yang memiliki modal besar, sementara sektor
informal dan kecil yang banyak digeluti oleh masyarakat menengah ke bawah belum
mendapatkan perhatian yang cukup. Oleh karena itu, penelitian ini akan menyoroti bagaimana
kebijakan pembangunan ekonomi dapat diarahkan untuk mendukung sektor-sektor yang lebih

inklusif bagi semua lapisan masyarakat. (Hendrawan & Indra, 2020)
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Kesejahteraan masyarakat di Kota Medan juga dipengaruhi oleh kualitas pendidikan
dan kesehatan. Meskipun sektor pendidikan dan kesehatan mendapat perhatian dari
pemerintah, ketimpangan dalam akses dan kualitas layanan di berbagai kawasan masih terlihat
jelas. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi dapat
berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, terutama

bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah yang kurang berkembang. (Wahyudi, 2021)

Pentingnya kolaborasi antara sektor pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam
perumusan kebijakan pembangunan ekonomi menjadi faktor kunci dalam mewujudkan
pembangunan yang merata. Dalam konteks Kota Medan, keterlibatan berbagai pihak dalam
perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi sangat penting agar kebijakan tersebut dapat
berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat. Penelitian
ini akan mengeksplorasi bagaimana kolaborasi tersebut dapat mengurangi ketimpangan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. (Lubis, 2020)

Kesimpulan yang diharapkan dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih baik
tentang hubungan antara kebijakan pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan, serta
kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan
rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih
efektif dan inklusif, yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan
demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan
kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pembangunan Kota Medan ke depannya. (Nugroho,
2021)

2. KAJIAN TEORI

Pembangunan ekonomi adalah proses perubahan yang berkelanjutan dalam struktur
sosial dan ekonomi suatu wilayah. Teori pembangunan ekonomi menganggap bahwa
pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
umum. Salah satu teori yang sering digunakan dalam analisis pembangunan ekonomi adalah
teori modernisasi, yang berfokus pada peningkatan produksi dan pertumbuhan sektor ekonomi
tertentu sebagai dasar untuk memperbaiki kesejahteraan. Namun, meskipun pertumbuhan
ekonomi dapat mengarah pada peningkatan pendapatan, ketimpangan sosial dan ekonomi

sering kali tetap ada, bahkan semakin melebar. (Mulyadi & Sari, 2020)
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Teori ketimpangan pendapatan sering digunakan untuk memahami bagaimana
distribusi pendapatan yang tidak merata dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial. Salah satu
teori utama dalam analisis ketimpangan adalah teori Keynesian, yang berargumen bahwa
ketimpangan terjadi akibat ketidakmerataan distribusi sumber daya dan kesempatan. Menurut
teori ini, distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menghambat pertumbuhan ekonomi
dan memperburuk ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, kebijakan redistribusi melalui pajak

atau program sosial diperlukan untuk mengurangi ketimpangan tersebut. (Prasetyo, 2021)

Dalam konteks kebijakan pembangunan ekonomi, teori pembangunan inklusif menjadi
relevan. Pembangunan inklusif tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga
pada pemerataan hasil pembangunan. Teori ini menekankan pentingnya akses yang adil
terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi semua lapisan masyarakat.
Kebijakan pembangunan yang inklusif bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar

kelompok sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata. (Wijaya, 2019)

Konsep kesejahteraan masyarakat, menurut Amartya Sen, dapat dijelaskan melalui
teori kapabilitas, yang berfokus pada kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang
mereka nilai penting. Kesejahteraan bukan hanya dilihat dari aspek materi atau pendapatan,
tetapi juga dari kemampuan seseorang untuk hidup sesuai dengan pilihan dan kebutuhannya.
Kebijakan pembangunan ekonomi yang berhasil harus dapat memperluas kapabilitas individu
dalam mencapai kesejahteraan, baik itu melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, maupun
kesempatan ekonomi lainnya. (Sen, 2020)

Menurut teori pertumbuhan ekonomi endogen, pembangunan ekonomi tidak hanya
bergantung pada faktor eksternal seperti investasi asing atau bantuan luar negeri, tetapi juga
pada faktor internal seperti inovasi, teknologi, dan kebijakan pemerintah yang mendukung
pengembangan sektor ekonomi domestik. Dalam konteks Kota Medan, kebijakan yang fokus
pada pengembangan industri lokal dan teknologi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi
dan membantu mengurangi ketimpangan jika dikelola dengan baik. (Hendrawan & Suryani,
2020)

Pendekatan ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan juga dapat dipahami melalui
teori distribusi hasil pembangunan. Teori ini mengklaim bahwa pembangunan yang baik tidak
hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga mendistribusikan hasil tersebut secara

merata. Ketimpangan yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa kebijakan pembangunan tidak
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efektif dalam mencapai pemerataan sosial. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana
kebijakan ekonomi dapat lebih mendukung distribusi hasil yang lebih adil bagi masyarakat.
(Fahri, 2021)

Teori pembangunan wilayah menganggap bahwa perbedaan antara daerah yang maju
dan daerah yang tertinggal dapat memperburuk ketimpangan antar wilayah. Pembangunan
wilayah yang tidak merata menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antara daerah
perkotaan dan pedesaan, bahkan antar kota besar dalam suatu provinsi. Dalam konteks ini,
kebijakan pembangunan yang memperhatikan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah
akan lebih efektif dalam mengurangi ketimpangan. (Lubis, 2020)

Berdasarkan teori sosio-ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan
masyarakat tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga kondisi sosial dan politik.
Ketimpangan yang terjadi sering kali berkaitan dengan kurangnya akses terhadap kekuasaan,
serta keterbatasan dalam partisipasi sosial dan politik. Oleh karena itu, kebijakan yang
melibatkan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas demokrasi juga berperan

penting dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan. (Sutrisno, 2021)

Teori ekonomi pembangunan juga mengajarkan bahwa investasi dalam manusia,
seperti pendidikan dan kesehatan, dapat menjadi pendorong utama bagi peningkatan
kesejahteraan. Pendidikan yang berkualitas dan akses kesehatan yang memadai adalah elemen-
elemen penting dalam pembangunan manusia yang dapat mengurangi ketimpangan
pendapatan. Di Kota Medan, investasi dalam sektor-sektor ini berpotensi meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sekaligus mengurangi ketimpangan yang ada.
(Wahyudi, 2021)

Pentingnya kebijakan redistribusi dalam teori pembangunan ekonomi juga tidak dapat
diabaikan. Kebijakan yang memprioritaskan redistribusi pendapatan melalui pajak progresif,
bantuan sosial, atau subsidi langsung dapat memperkecil kesenjangan pendapatan antara
kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Kebijakan seperti ini diperlukan untuk
menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan memastikan bahwa hasil pembangunan dapat
dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. (Nugroho, 2021)

Teori pembangunan berbasis pada sumber daya manusia menekankan bahwa kunci
utama dalam pembangunan yang berkelanjutan adalah pemberdayaan sumber daya manusia.

Pemberdayaan ini tidak hanya dalam bentuk pelatihan keterampilan, tetapi juga melalui
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peningkatan kesadaran sosial dan politik yang memungkinkan individu untuk mengambil
bagian dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi di Kota
Medan perlu lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan
kesejahteraan yang lebih merata. (Mulyadi, 2020)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk
menggambarkan dampak kebijakan pembangunan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan
dan kesejahteraan masyarakat di Kota Medan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu
memberikan pemahaman yang mendalam tentang persepsi masyarakat dan kebijakan yang
diterapkan, serta bagaimana kebijakan tersebut dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sepuluh responden yang terdiri dari
berbagai elemen masyarakat, termasuk pekerja, pengusaha kecil, dan pejabat pemerintah yang
terlibat langsung dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan ekonomi.
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi responden untuk
memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengalaman dan pandangan mereka tentang

ketimpangan dan kesejahteraan yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi sebagai metode
pengumpulan data tambahan. Dokumentasi yang digunakan mencakup laporan kebijakan
pemerintah, data statistik ekonomi kota, serta berbagai sumber terkait yang memberikan
gambaran tentang perkembangan ekonomi dan sosial di Kota Medan. Analisis data dilakukan
dengan menggunakan pendekatan analisis tematik, di mana data yang diperoleh dari
wawancara dan dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan
dengan dampak kebijakan pembangunan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang
bagaimana kebijakan yang ada dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan bagaimana

peran kebijakan tersebut dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Kota Medan.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Hasil wawancara dengan 10 responden menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan
ekonomi di Kota Medan memiliki dampak yang beragam terhadap masyarakat. Sebagian besar
responden merasakan adanya manfaat dari pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya yang
lebih baik dan akses transportasi yang lebih mudah. Namun, manfaat tersebut lebih dirasakan
oleh masyarakat perkotaan dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah pinggiran.
Responden di wilayah pinggiran mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi cenderung
terpusat di kawasan perkotaan, sehingga mereka masih menghadapi keterbatasan dalam

mengakses peluang ekonomi yang lebih baik.

Pada aspek kesejahteraan, beberapa responden mencatat peningkatan kualitas hidup,
khususnya dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Namun, sebagian besar dari
mereka juga mengeluhkan kenaikan biaya hidup yang membuat pendapatan tambahan terasa
tidak signifikan. Responden yang bergerak di sektor usaha kecil dan mikro mengungkapkan
bahwa bantuan pemerintah sering kali sulit diakses karena proses administrasi yang rumit dan
kurangnya informasi yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan

kebijakan pembangunan yang inklusif.

Ketimpangan pendapatan tetap menjadi isu utama, sebagaimana terlihat dari perbedaan
signifikan antara wilayah perkotaan dan pinggiran. Pendapatan rata-rata masyarakat di daerah
pinggiran jauh lebih rendah dibandingkan dengan di wilayah perkotaan. Selain itu, distribusi
pendapatan yang tidak merata mengakibatkan jurang sosial-ekonomi yang semakin lebar.
Beberapa responden merasa bahwa kebijakan redistribusi yang diterapkan belum efektif dalam

mengurangi ketimpangan tersebut.

Meskipun demikian, responden mengakui bahwa pembangunan infrastruktur
membawa dampak positif bagi perekonomian secara umum. Infrastruktur yang lebih baik
mendorong aktivitas ekonomi dan membuka peluang baru bagi masyarakat, terutama di sektor
perdagangan dan jasa. Namun, manfaat ini masih belum merata, dan diperlukan upaya lebih
lanjut untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil
pembangunan ekonomi secara adil dan berkelanjutan. Temuan ini menyoroti pentingnya
perencanaan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan di
Kota Medan.
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Pembahasan

Kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Medan menunjukkan dampak yang
signifikan, namun implementasinya belum sepenuhnya merata. Pembangunan infrastruktur
seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum berhasil meningkatkan aktivitas ekonomi di
wilayah perkotaan. Hal ini terlihat dari hasil wawancara di mana sebagian besar responden dari
kawasan perkotaan menyatakan adanya peningkatan mobilitas dan efisiensi dalam kegiatan
sehari-hari. Namun, wilayah pinggiran masih menghadapi tantangan, seperti akses terbatas ke
infrastruktur dan layanan publik. Kondisi ini memperkuat ketimpangan antara perkotaan dan
pinggiran, sebagaimana juga ditunjukkan oleh data Gini Ratio yang lebih tinggi di wilayah

pinggiran.

Kesejahteraan masyarakat Kota Medan telah menunjukkan beberapa peningkatan,
terutama dalam akses pendidikan dan kesehatan. Kebijakan pemerintah, seperti subsidi
pendidikan dan peningkatan fasilitas kesehatan, memberikan dampak positif, meskipun belum
menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Responden menyebutkan bahwa beban biaya hidup
yang meningkat mengurangi dampak nyata dari pendapatan tambahan. Hal ini menunjukkan
bahwa keberhasilan kebijakan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari indikator
ekonomi makro tetapi juga dari daya beli dan kualitas hidup masyarakat.

Isu ketimpangan pendapatan menjadi tantangan utama dalam pembangunan ekonomi
Kota Medan. Responden dari wilayah pinggiran mengungkapkan bahwa sektor formal
mendominasi manfaat pembangunan, sementara usaha kecil dan mikro masih menghadapi
hambatan struktural seperti akses ke pembiayaan dan informasi. Hal ini mengindikasikan
perlunya kebijakan yang lebih inklusif untuk mengintegrasikan sektor informal ke dalam arus
utama pembangunan ekonomi. Kebijakan yang fokus pada redistribusi pendapatan dan

aksesibilitas bantuan ekonomi dapat membantu mengurangi kesenjangan ini.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa program pemerintah, seperti bantuan usaha
kecil, belum sepenuhnya efektif. Banyak responden mengeluhkan prosedur administrasi yang
kompleks dan kurangnya sosialisasi tentang program tersebut. Untuk mengatasi masalah ini,
diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih fleksibel, dengan penguatan sistem distribusi
informasi yang mencakup seluruh masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memastikan

bahwa bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan.



Dampak Kebijakan Pembangunan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kesejahteraan
Masyarakat di Kota

Secara keseluruhan, kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Medan telah
memberikan dampak positif pada aspek tertentu, seperti infrastruktur dan fasilitas umum.
Namun, kebijakan ini perlu disempurnakan untuk mengatasi kesenjangan pendapatan dan
memastikan pemerataan manfaat pembangunan. Perencanaan yang lebih inklusif, terutama
untuk wilayah pinggiran dan kelompok rentan, merupakan langkah penting untuk mewujudkan
kesejahteraan yang berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memprioritaskan program yang

mendukung pengembangan usaha kecil dan mikro untuk menciptakan peluang ekonomi yang

lebih luas bagi masyarakat.

Tabel 1. Hasil Wawancara 10 Responden tentang Dampak Kebijakan Pembangunan

Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kota Medan

Nama Umur | Pertanyaan Jawaban

Responden

Ahmad 45 Apakah  kebijakan  ekonomi | "Ya, tapi pengaruhnya belum terasa
memengaruhi pendapatan Anda? | merata.  Sektor  tertentu  lebih

diuntungkan."

Siti 37 Bagaimana Anda menilai | "Ada peningkatan, tetapi biaya hidup
kesejahteraan setelah kebijakan | juga semakin tinggi."
diterapkan?

Budi 52 Apakah  program  pemerintah | "Tidak langsung. Proses akses bantuan
membantu usaha Anda? terlalu rumit."

Dewi 29 Apakah Anda merasakan | "Sedikit, tapi hanya di area perkotaan,
perubahan dari kebijakan ini? di pinggiran tetap sulit.”

Indra 41 Bagaimana pandangan Anda | "Masih  kurang merata, daerah
terhadap distribusi hasil | pinggiran kurang diperhatikan."
pembangunan?

Lina 34 Apakah ada dukungan untuk usaha | "Ada, tapi informasinya terbatas, tidak
kecil seperti Anda? semua orang tahu cara mengaksesnya."

Andi 50 Apakah penghasilan ~ Anda | "Tidak signifikan, karena inflasi
meningkat? membuat pendapatan seperti tidak

bertambah."

Yuni 28 Bagaimana akses pendidikan dan | "Ada perbaikan, tapi belum mencakup
kesehatan? semua lapisan masyarakat."

Farhan 39 Apakah pembangunan | “lya, terutama di transportasi, tetapi
infrastruktur membantu? ekonomi  keluarga  tetap  sulit

berkembang."

Rina 46 Bagaimana kebijakan | "Ada perbaikan, tetapi jurang antara
memengaruhi  kualitas  hidup | yang kaya dan miskin tetap terasa."
Anda?
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Penjelasan Tabel 1

Tabel di atas menyajikan hasil wawancara mendalam dengan 10 responden yang
berasal dari berbagai latar belakang di Kota Medan. Wawancara ini bertujuan untuk memahami
dampak kebijakan pembangunan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar responden mengakui adanya dampak positif seperti
pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses pendidikan, tetapi mereka juga
mengungkapkan bahwa manfaatnya belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Beberapa

responden merasa kesenjangan antara daerah perkotaan dan pinggiran masih signifikan.

Selain itu, banyak responden mencatat bahwa meskipun ada program pemerintah,
seperti bantuan usaha kecil, mekanisme aksesnya sering kali rumit dan informasi tidak
menyentuh semua masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik harus
didukung dengan pelaksanaan yang inklusif dan efisien. Temuan ini memberikan wawasan
penting tentang perlunya fokus yang lebih besar pada pemerataan manfaat pembangunan

ekonomi.

Tabel 2. Perubahan Indikator Kesejahteraan Masyarakat di Kota Medan

Indikator Sebelum Kebijakan | Setelah Kebijakan | Perubahan (%)
Tingkat Kemiskinan (%) 14.5 12.3 -15.17

Angka Pengangguran (%) 9.8 8.4 -14.29

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 71.2 735 +3.23

Akses Pendidikan (SD-SMA) (%0) 85.6 88.2 +3.04
Kesejahteraan Rata-Rata (Rp) 3,500,000 3,850,000 +10

Penjelasan Tabel 2

Tabel ini menunjukkan perubahan dalam indikator kesejahteraan masyarakat sebelum
dan setelah kebijakan pembangunan ekonomi diterapkan. Penurunan tingkat kemiskinan dan
pengangguran menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi masyarakat. Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan, mencerminkan perbaikan dalam

bidang pendidikan dan kesehatan.



Dampak Kebijakan Pembangunan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kesejahteraan

Masyarakat di Kota

Namun, perubahan yang terlihat masih relatif kecil, terutama dalam hal pengurangan

kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan

pembangunan perlu disempurnakan untuk mencapai hasil yang lebih signifikan, terutama

untuk kelompok masyarakat yang paling rentan.

Tabel 3. Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah

Aspek Kebijakan Persentase Responden Positif | Persentase Responden Negatif
(%) (%)

Pembangunan Infrastruktur 80 20

Program Pendidikan  dan | 65 35

Kesehatan

Program Usaha Kecil dan Mikro | 50 50

Distribusi Pendapatan 40 60

Peningkatan Kesejahteraan | 70 30

Umum

Penjelasan Tabel 3

Data pada tabel ini menunjukkan persepsi masyarakat terhadap berbagai aspek

kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Medan. Mayoritas responden memberikan

tanggapan positif terhadap pembangunan infrastruktur, yang dianggap berhasil meningkatkan

akses transportasi dan fasilitas umum. Namun, pada aspek distribusi pendapatan, sebagian

besar responden menyatakan bahwa hasil pembangunan masih tidak merata.

Temuan ini menegaskan perlunya kebijakan redistribusi yang lebih efektif untuk

mengurangi kesenjangan pendapatan. Pemerintah juga perlu memperkuat program usaha kecil

dan mikro untuk memberikan manfaat nyata bagi kelompok masyarakat yang lebih luas.
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Tabel 4. Perbandingan Ketimpangan Pendapatan antara Wilayah Perkotaan dan

Pinggiran

Wilayah Pendapatan Rata-Rata (Rp) | Gini Ratio

Perkotaan | 6,500,000 0.42
Pinggiran | 3,200,000 0.50

Penjelasan Tabel 4

Tabel ini menunjukkan perbandingan pendapatan rata-rata dan tingkat ketimpangan
(Gini Ratio) antara wilayah perkotaan dan pinggiran di Kota Medan. Data ini mengungkapkan
bahwa meskipun pendapatan rata-rata di wilayah perkotaan lebih tinggi, tingkat

ketimpangannya lebih rendah dibandingkan dengan wilayah pinggiran.

Tingginya tingkat ketimpangan di wilayah pinggiran menunjukkan bahwa kebijakan
pembangunan ekonomi belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah
tersebut. Hal ini menuntut perhatian lebih dari pemerintah untuk mengintegrasikan wilayah

pinggiran ke dalam arus utama pembangunan ekonomi.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Medan
telah membawa dampak positif, khususnya pada aspek infrastruktur dan peningkatan akses
terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, manfaat tersebut belum tersebar merata
di seluruh wilayah. Ketimpangan pendapatan antara masyarakat perkotaan dan pinggiran tetap
menjadi tantangan besar yang memengaruhi kualitas kesejahteraan secara keseluruhan.
Program pemerintah seperti bantuan usaha kecil belum optimal karena kendala administratif

dan kurangnya distribusi informasi yang efektif.

Kesimpulan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang lebih inklusif
dan merata. Upaya pengurangan ketimpangan pendapatan harus menjadi prioritas dalam
perencanaan pembangunan. Program redistribusi pendapatan, dukungan terhadap sektor usaha
kecil-mikro, dan pembangunan di daerah pinggiran merupakan langkah strategis yang perlu
segera diterapkan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan. Pendekatan

ini akan membantu mengurangi jurang sosial-ekonomi yang ada di masyarakat.



Dampak Kebijakan Pembangunan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kesejahteraan
Masyarakat di Kota

Kesimpulan ini disertai dengan beberapa saran. Pertama, pemerintah Kota Medan perlu
menyederhanakan prosedur administrasi untuk bantuan usaha kecil agar lebih mudah diakses
oleh masyarakat yang membutuhkan. Kedua, pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik
di wilayah pinggiran harus dipercepat untuk memastikan pemerataan manfaat pembangunan.
Ketiga, program pelatihan dan edukasi ekonomi perlu digencarkan, terutama untuk masyarakat
sektor informal, guna meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi persaingan ekonomi.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kesejahteraan yang merata dan

berkelanjutan di seluruh Kota Medan.
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